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Lembarar; Daerah Kota Mojokerto

Tahun 2001 Nomor : 46
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Memmbang

Mengingst : 1 Undang-und

KEPUTUSAN WALIKC TA MOJGKERTO
NOMOR 46 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN FROYEK,
RUBAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001

WALIKOTA MOTORKERTO

bahwa Perub.hon Angg.:fm_BrJ;ﬂag;};:an..dan..leanja Daerah Tahun Anggarar
2001 yang telah ditetapkan dengan Pcrzu.uran Dacral Kota Mojokerto Nomos
g Tahun 2001 dipandang periu dijabarkan kedalam uraian perubahan
pendapatan, kegiatan dan provek dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

ang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentuk:n Dacrah
Kota Kecil dalam Linglangan Propinst Jawa Timur/JTawa Tengah/Jawa

Barat;

2.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994  tentang  Pajak
Bumi  dan Bangunai (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2569);

3, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Nemor 5683);

4. Undang-undang MNoror 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Taaah dan Bangunar (T.emharan Negara Talmn 1997 nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638),

5. Undang. ....




10.

11.

12.

13.

Undang-undang NMomor 22 Tahun 1999 tentang Pemciintahan [Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Momor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 ftenlang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan ILembaran Negara Nomior 3840y

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan  atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dactan dzn
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nemor 246,

Tambal an Lembaran Negara Nomar 1048);

Peraturan Pemerintzh Nomor 47 Tahun 1982 tenténg Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat Il Mojokerto (Lembaran Negara
Tahun 1982 nomor 74, Tembekan Tembaran Negara Nomer 3242),

Peraturan Peruerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negars Tzhun 2000 Nomor 201, Tambahau
Lembarar. Negar: Nemor 4021);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tcntang Pengelolaan
dan Fertanggungjawaban Keuangan Daerab (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 202, Tarabahan Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemctintah Nomor 107 Tahun 2000 teatang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4024Y;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Talun 2001 tentang Pajak Daerah
(LLembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138),

Peraturar Pomoesintah Namor 58 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tuhun 2001 nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4139,
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14.

15.

|

19.

20.

21.

22,

. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahua 2000 tentang Pelaksanaan

Anggaran Pendlapatan dan Belanja Negara;,

Keputusan Presiden Nomwr 18 Tabun 2000 tentang Pedoman
Pelakganaan Pengadaan Bacang/Iasa Iustansi di Pernerintah;

Deraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang
Contoh—contoh Cara Penyustman Anggaran Pendspatun dan Belanja
Dacrah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangar Daeratr dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Peadapatag dan I3elanja Dacrah,

Peraturan Menteri Dalama Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang
Penerimaan Surnbangan Pihak Katiga kepada Daerah,

Peraturan Menteri  Dalam Neged Nomor 4 tahun 1983 deatang
Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Baugunar,

Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 2 Talun 1994 tentang
Pelaksanass Anggaran Pradapatan dan Belanja Dasgaly

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun J996 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor 2 Tuhun 1994
tentang Pelaksanaan Anggarn Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor § Talun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Turtutan Ganti Rugi Keuapgan dan
Barang Dacrah;

Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Barang Daerah;

Keputusan Menteri 2alam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tontang
Program Pembinaan Anggaran Dacrah dan Pengendalian Kredit
Anggaran; '
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Memperhatikan .

Menctapkan

24,

23,

26.

27.

28

29,

Keputusan Mo=nteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahmn 1984 tentang
Langkah Pertama - Pensinkronisasian = Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negam;

Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 903-1316 Tahun 1985
tentang Penyempumaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran
Pendapatan <an Belanja Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 903-37% Tahun 19%7 tentang
Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
drn Getznja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaka Keuangan

[Daeiah;

Keputusans Menteri Dalani Negeri Nomor 116 Tahun {998 tentang

Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah,

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2001 tentang
srubahan Anggaran Pendapatan Jan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2001,

Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Tanggal 17 Nopember

2000 Newmor 903/2753/8] Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2001,

MERUTIISHAN @

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK,
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARARN 2001.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggacan 2001 setelah pervbahan scjumiah
Rp 118.949.252,100,00

Pasal 2

‘Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2001 seielah perubaban sejumlazh

Rp 118.949,252,100,00 Terdiri dari :

a. Anggaran Belanja Rutin sejumlah ~ Rp 83.732.420.400,00
b, Anggaran Belanja Pembangunan sejumiaki Rp 35.216.831.700,00

Pasal 3
(1) Anggaran Pchdapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tabun
Anggaran 2001 setelah perubahan sejumtah Pp 7.309.088.800,00

(2) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun
Anggaran 200] getelah perubahan sejumiah Rp 7.309.088.800,00

Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 diuraikan dalam Lampiran
keputusan int s'cbagai berikut :

a. LampiranIKode A/1 ~ : Uraian Pzrubahan Pendapsatan

b. Lampiran II Kode A/2/R : Uraian Perubahan Belanja Rutin
¢. Lampiran 0I Kode A/2/P : Uraian Perubahan Belanja Pembangunan

Pasal §...



Pasal 5

Penjabaran Iebih lanjut Pasal 3 diwraikan dalam Lampiran Keputusan ini

sebagai berikut :

a. Lampiran [V Kode A/V/UKP

Unian Perubahan Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan
b. Lampiran V Kode A/2/UKP

Uraian Perubahan Belanja Bagian Urusan Krs dan Perhifungan

Pasal 6
Kenntusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, raemerintahkan pengundangan
Keputuean -Walikota ini dengan pencmpatannya-dalam . Lembaran Dacrah
Kota Mgjokerto.

Dutotapkan di Mojokerto
pada tanggel 2 Nopember 2001
WALIKOTA MOJOKERTO
td

TEGOEH SORJCINO, 5. H.
Drundangkan di Mojokerio
pada tanggal 2 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
ttd,

SUTARNOSH
Pembina Utama Muda
NiP. 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2001 NOMOR 46




